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Skripsi ini meneliti mengenai proses penyelesaian sengketa pembatalan 
perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri. Metode yang Penulis 
pergunakan adalah metode Yuridis Normatif yang bertujuan untuk 
mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena 
adanya penipuan mengenai diri istri. Data primer penelitian ini adalah putusan 
Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Ska. Data  sekunder 
adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti 
hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, dan jurnal-jurnal ilmiah yang ada 
hubungannya dengan perkara permohonan pembatalan perkawinan karena adanya 
penipuan mengenai diri istri. Hasil penelitian putusan Pengadilan Agama 
Surakarta Nomor 0033/Pdt.G/2015/PA.Ska adalah dalam menentukan pembuktian 
hakim mempertimbangkan alat bukti yang Pemohon ajukan di persidangan. 
Sedangkan dalam menentukan putusan hakim menjatuhkan putusan verstek 
dengan mengabulkan permohonan Pemohon. Dan sebagai akibat hukum karena 
pembatalan perkawinan adalah perkawinan antara Pemohon dan Termohon 
dianggap tidak pernah ada, dan putusan pembatalan perkawinan tersebut berlaku 
surut terhadap anak luar kawin.  
Kata kunci: Pembatalan Perkawinan, Penipuan Diri Istri 
ABSTRACT 
This thesis examines about the process of completion cancellation dispute of 
marriage because deception concerning self-wife. The method is the author using 
normative juridical method that aims to describe the process of completion 
cancellation dispute of marriage because deception concerning self-wife. Primary 
data of this study is the decision Islamic Court of Surakarta No. 0033/Pdt.G/ 
2015/PA.Ska. Secondary data of this study is the material that gives a description 
of the primary legal materials, such as research results, the opinion of legal 
experts, and scientific journals that have anything to do with the case of petition 
for cancellation of the marriage because deception concerning self-wife. Research 
results the decision Islamic Court of Surakarta No.0033/Pdt.G/2015/PA.Ska is the 
judge in determining evidentiary consider the evidences is submitted by the 
Applicant at the trial. Whereas the judge in determining the verdict using verdict 
verstek for to grant the petition. And as a the legal consequences  due to the 
cancellation of marriage is a marriage between the Applicant and the Respondent 
considered has never been happened, and the decision the cancellation of the 
marriage apply retroactive to of children birth outside of marriage. 





Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, 
karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, 
perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, 
sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia 
dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan 
juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.
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Diciptakannya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dengan 
seperangkat peraturan pelaksanaannya yang berlaku sekarang di negara kita, 
merupakan suatu upaya yuridis untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan 
terhadap pola-pola perkawinan dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan 
akibat negatif tersebut. Dari perkawinan yang semula banyak dilakukan dengan 
begitu bebas dan seenaknya menjadi perkawinan yang dilakukan dengan syarat-syarat 
formal yang pasti serta dengan prosedur yang baik dan teratur. Dari perkawinan yang 
begitu mudah diputuskan dengan perceraian menjadi suatu perkawinan yang benar-
benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
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Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat 
diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh 
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 Putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi karena 3 (tiga) 
hal, yaitu (1) Kematian; (2) Perceraian; (3) Atas putusan pengadilan. 
Apabila perkawinan sudah dilangsungkan, kemudian terjadi penipuan atau 
salah sangka terhadap suami atau istri, pihak yang merasa ditipu atau dirugikan dapat 
mengajukan permohonan. Apabila suami yang melakukan penipuan maka istri dapat 
mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dan apabila istri yang melakukan 
penipuan maka suami dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. 
Penipuan yang dimaksud adalah apabila suami mengaku jejaka pada waktu 
menikah kemudian ternyata diketahui sudah beristri sehingga terjadi poligami tanpa 
ijin Pengadilan. Atau sebaliknya, istri mengaku masih gadis pada waktu menikah 
kemudian ternyata diketahui sudah hamil terlebih dahulu dengan laki-laki lain 
sehingga terjadi penipuan mengenai diri istri yang menyembunyikan keadaan dirinya. 
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah pertimbangan 
hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara pembatalan perkawinan karena 
adanya penipuan mengenai diri istri? Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam 
menentukan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan 
mengenai diri istri di Pengadilan Agama Surakarta? Bagaimana akibat hukum karena 
pembatalan perkawinan? 
Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim 
dalam menentukan pembuktian atas perkara pembatalan perkawinan karena adanya 
penipuan mengenai diri istri. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam 
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menentukan putusan atas perkara pembatalan perkawinan karena adanya penipuan 
mengenai diri istri di Pengadilan Agama Surakarta. Dan untuk mendeskripsikan 
akibat hukum setelah perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri itu batal. 
Manfaat penelitian ini adalah (1) bagi Penulis: untuk memperluas ilmu 
pengetahuan penulis mengenai proses penyelesaian sengketa tentang pembatalan 
perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri baik secara teori maupun 
praktiknya. (2) Bagi ilmu pengetahuan: dengan adanya penelitian ini diharapkan 
dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya 
hukum perdata maupun hukum acara perdata dalam praktik di peradilan. (3) Bagi 
masyarakat : dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis mengaharapkan pula dapat 
memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai informasi dan 
pedoman bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan 
karena adanya penipuan mengenai diri istri. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat 
Yuridis Normatif,yakni meneliti mengenai aspek hukum, asas-asas hukum, dan 
kaidah hukum dalam proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena 
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PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN PERKAWINAN 
KARENA ADANYA PENIPUAN MENGENAI DIRI ISTRI(Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Surakarta) 
Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan surat 
tertanggal 08 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Surakarta dengan Nomor Register 0033/Pdt.G/2015/PA.Ska. Permohonan Pemohon 
ini adalah mengenai pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang 
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta (Turut 
Termohon) pada tanggal 24 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 
XXX tertanggal 24 Agustus 2014. Permohonan pembatalan perkawinan yang 
diajukan oleh Pemohon ini didasari karena adanya penipuan diri yang dilakukan oleh 
Termohon, yaitu Termohon telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah dengan 
Pemohon. Dan kehamilan Termohon bukan dari hasil hubungan antara Pemohon 
dengan Termohon melainkan dengan lelaki lain. 
Pada awalnya sebelum menikah, Pemohon dan Termohon telah berpacaran + 
1 tahun, dan selama itu hingga menikah Pemohon dan Termohon belum pernah 
sekalipun melakukan hubungan layaknya suami istri. Baru setelah menikah, Pemohon 
dan Termohon melakukan hubungan suami istri. Setelah menikah, Pemohon dan 
Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Mojosongo, Kota Surakarta.  
Kemudian, pada malam hari tanggal 3 Oktober 2014, Termohon minta ijin 
kepada Pemohon yang saat itu sedang mengurus qurban di masjid untuk menemani 
temannya pergi membeli sepatu untuk anaknya. Dan keesokan harinya Termohon 
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mengatakan kepada Pemohon yang pada saat itu tidak berada di rumah, akan pergi ke 
dokter  kandungan untuk melakukan periksa kehamilan karena Termohon merasa 
dirinya hamil. Pemohon berkeinginan untuk menemani Termohon pergi ke dokter 
kandungan dan akan segera pulang. Namun Termohon menolak ditemani dengan 
alasan sudah ada teman yang menemani. 
Ketika Pemohon pulang ke rumah, Termohon mengatakan kepada Pemohon 
bahwa dirinya sudah hamil. Namun, saat Pemohon menanyakan kepada Pemohon 
soal hasil USG dan keterangan dokter kepada Termohon, Termohon sellau 
menghindar dan mengatakan lupa menaruhnya dimana. Hal ini kemudian membuat 
Pemohon penasaran, sehingg pada malam hari senin 6 Oktober 2014 Pemohon 
bersama temannya mendatangi dokter kandungan tempat istrinya memeriksakan 
dirinya. Karena dokter yang bersangkutan sedang berada di Surabaya, maka Pemohon 
menemui dokter kandungan yang satunya (dokter praktek bersama) untuk 
mengklarifikasi hasil pemeriksaan istrinya. Selain itu diketahui ternyata Termohon 
tanggal 3 Oktober malam. 
Meskipun Termohon tidak memberitahukan hasil USG kandungannya kepada 
Pemohon, namun Pemohon mempunyai foto hasil USG kandungan Termohon dari 
akun facebook milik Termohon yang diunduh oleh kakak Pemohon, karena 
Termohon memasang foto kandungannya di facebook miliknya. Setelah dikroscek 
dengan dokter kandungan tersebut dengan menunjukkan foto janin Termohon yang 
disimpan di handphone Pemohon, diketahui bahwasannya usia janin Termohon sudah 
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14 minggu terhitung sejak tanggal periksa 3 Oktober 2014. Padahal usia pernikahan 
Pemohon dan Termohon baru 5 minggu sejak tanggal 24 Agustus 2014. 
Kemudian, pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2014, setelah Sholat Ied 
Pemohon tidak pulang ke rumah tempat tinggal bersama dan memilih pulang ke 
rumah orang tua Pemohon. Beberapa hari setelahnya, Termohon berkirim pesan lewat 
sms kepada Pemohon menanyakan keberadaannya. Pemohon mengatakan jika dia 
sudah pulang ke rumah orang tuanya. Di dalam sms nya, Pemohon menanyakan 
perihal usia kandungan Termohon yang sudah 14 minggu padahal usia pernikahan 
baru berjalan 5 minggu. Setelah didesak, akhirnya Termohon mengakui bahwa ayah 
dari janin yang dikandungnya bukan Pemohon, tetapi laki-laki lain. Termohon juga 
mengatakan Pemohon tidak perlu tahu siapa ayah dari janin yang dikandungnya. 
Termohon justru meminta Pemohon untuk merahasiakan persoalan ini dan untuk 
tetap meneruskan pernikahan keduanya selama mnimal 2 tahun, dengan 
pertimbangan kesehatan ibu Termohon dan supaya Termohon bisa mencari 
kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Namun Pemohon dengan tegas menolak 
permintaan Termohon tersebut. 
Pada pertengahan Oktober 2014, Pemohon menemui bapak Termohon di 
bengkelnya dan menceritakan kejadian sebenarnya antara Pemohon dan Termohon. 
Sikap bapak Termohon bisa menerima kejadian tersebut dan mengatakan bahwa 
anaknya yang berbuat salah. Kemudian, pada Minggu pagi tanggal 16 November, 
Pemohon bersama kedua orang kakak laki-lakinya mendatangi rumah orang tua 
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Pemohon untuk mengembalikan Termohon kepada orang tuanya, sekaligus untuk 
mengambil pakaian serta motor Pemohon yang ditinggal di sana.   
Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 
berupa:  
Pertama, surat: a) Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon 
yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang 
kemudian diberi tanda P.1; b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang telah 
bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian di 
beri tanda P.2; c) Foto copy Kartu Tanda Penduduk Termohon yang telah bermeterai 
cukup, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda 
P.3; d) Foto copy printout facebook yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen 
dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.4; e) Foto copy Surat 
Keterangan Dokter yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah cocok 
dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P.5; 
Kedua, saksi: a) XXX bin XXX, umur 31 tahun, di bawah sumpah telah 
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: dalam keterangannya 
saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi 
sebagai teman dan guru ngaji Pemohon. Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon 
adalah suami-isteri yang menikah pada bulan Agustus 2014. Saksi juga mengetahui 
setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua 
Termohon tidak sampai dua bulan kemudian pisah rumah karena Pemohon pergi 
meninggalkan Termohon. Saksi mengetahui bahwa sekarang Termohon telah hamil 
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tetapi tidak mengetahui berapa usia kehamilannya. Dan saksi mengetahui, Pemohon 
ingin membatalkan pernikahannya dengan Termohon karena Pemohon 
mempermasalahkan usia kehamilan Termohon yang lebih dulu dari pada 
pernikahannya. b) XXX bin XXX, umur 38 tahun, telah memberikan keterangan di 
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: saksi mengenal Pemohon dan 
Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon. Saksi mengetahui, 
Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, menikah pada bulan Agustus 2014. 
Saksimengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal 
bersama di rumah orang tua Termohon di Mojosongo sekitar satu bulan setelah itu 
Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Saksi juga mengetahui, penyebab 
pengajuan pembatalan nikah ini karena Pemohon kecewa setelah mendapat 
keterangan kehamilan Termohon waktu itu telah berusia 14 minggu sementara 
pernikahannya baru 5 minggu; 
Karena perkara ini pada pokoknya didasarkan karena adanya penipuan atau 
salah sangka dan berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah terbukti perkawinan 
Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2014 dan perkara ini 
diajukan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada 
tanggal 8 Januari 2015 sehingga jarak antara pelaksanaan perkawinan dengan 
pengajuan perkara belum lewat 6 bulan oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 ayat 3 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, 
perkara ini dapat diterima. 
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Fakta yang terungkap dalam persidangan adalah pada saat Pemohon dan 
Termohon melangsungkan perkawinan Termohon dalam keadaan hamil. Ketika 
dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota 
Surakarta dan juga pada saat dilangsungkan aqad nikah, Termohon tidak 
menerangkan kepada Pemohon kalau Termohon telah dalam keadaan hamil, dan 
kehamilan Termohon tersebut bukan dari hasil hubungan antara Pemohon dan 
Termohon. Saksi juga menerangkan jika Pemohon dan Termohon sekarang telah 
pisah tempat tinggal. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis berpendapat telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pada saat dilangsungkan aqad 
nikah/perkawinan Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon telah dalam keadaan 
hamil akibat hubungannya dengan laki-laki lain dengan demikian patut dinyatakan 
adanya salah sangka dariPemohon terhadap diri Termohon saat aqad 
nikah/perkawinan dilaksanakan. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis 
berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinannya 
dengan Termohon telah cukup alasan dan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal72 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk 
dikabulkan.Pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan pada 
duduk perkara yang telah diajukan selain itu juga berdasarkan pada alat bukti yang 
diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. 
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a. Pertimbangan Hukumnya 
Pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 0033/Pdt.G/2015/PA.Ska lebih 
menitik beratkan pada pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga 
dalam putusan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. 
Dalam mempertimbangkan pembuktian, Majelis Hakim memang berpihak pada 
pembuktian Pemohon, karena memang tidak ada pembuktian dari Termohon 
maupun Turut Termohon. Menurut Majelis Hakim, pembuktian dari Pemohon  
telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Terbukti  saat 
dilangsungkan aqad nikah/perkawinan Pemohon tidak mengetahui kalau 
Termohon telah dalam keadaan hamil akibat hubungannya dengan laki-laki lain, 
sehingga dalam putusan nomor: 0033/Pdt.G/2015/PA.Ska terjadi adanya salah 
sangka dari Pemohon terhadap diri Termohon saat aqad nikah/perkawinan 
dilaksanakan.  
Pada pertimbangan pembuktian, hakim menilai kebenaran berdasarkan bukti 
otentik yang dimiliki Pemohon yakni bukti P.1 Kutipan Akta Nikah Pemohon 
dengan Termohon dan bukti P.5 Surat Keterangan Dokter. Surat Keterangan 
Dokter tersebut menerangkan bahwa pada 3 Oktober 2014 kehamilan Termohon 
telah berumur 14 minggu yang berarti pada tanggal 24 Agustus 2014 saat 
pelaksanaan aqad nikah/perkawinan antara Pemohon dan Termohon kehamilan 





b. Putusan Pengadilan 
Dalam perkara Nomor 0033/Pdt.G/2014/PA.Ska, hakim menjatuhkan putusan 
verstek, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah 
berulang kali dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang 
lain datang sebagai wakilnya. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR 
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan 
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.  
Putusan verstek yaitu putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tanpa 
hadirnya pihak Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 125 (3) jo 129 
HIR/149 (3) jo 153 RBg.
4
Putusan Majelis Hakim Nomor 
0033/Pdt.G/2014/PA.Ska adalah mengabulkan permohonan Pemohon dengan 
menyatakan batalnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah 
dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2014 di Kecamatan Jebres Kota 
Surakarta, sehingga Akta Nikah beserta Kutipannya Nomor: XXX tanggal 24 
Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres 
Kota Surakarta tidak mempunyai kekuatan hukum. Hakim melihat bahwa apa 
yang dijadikan dasar permohonannya sesuai dengan fakta yang ada dan tidak 
mengada-ada.  
Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik itu bukti berupa 
surat maupun keterangan saksi-saksi yang ada, maka Majelis Hakim telah 
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menemukan fakta-fakta dipersidangan yang ada pada pokoknya bahwa dalam 
pernikahan Pemohon dengan 24 Agustus 2014  pada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta terdapat penipuan mengenai diri istri yang 
dilakukan oleh Termohon. termohon telah dengan sengaja menyembunyikan 
keadaan dirinya yang sesungguhnya telah hamil dengan lelaki lain sebelum 
menikah dengan Pemohon. Keadaan yang demikian menjadikan perkawinan 
yang seharusnya dilandasi dengan saling mempercayai menjadi hambar, sehingga 
tujuan rumah tangga yang seharusnya sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak 
terwujud keberadaannya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. 
Akibat hukum setelah perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri 
itu batal adalah masing-masing pihak kembali pada posisi semula, jadi 
perkawinan yang sudah berlangsung dianggap tidak pernah ada. Dalam perkara 
pembatalan perkawinan dengan nomor perkara 0033/Pdt.G/2014/PA.Ska, 
terdapat 2 (dua) akibat hukum pembatalan perkawinan, yaitu:  
Pertama, akibat hukum terhadap suami-istri. Pembatalan perkawinan antara 
Pemohon dan Termohon tentunya menimbulkan akibat hukum, yaitu diantara 
keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan dan Akta Nikah Nomor 
XXX atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta tertanggal 24 Agustus 2014 tidak 
berkekuatan hukum. Namun, putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut 
terhadap Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap 
harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan 
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lain yang lebih dahulu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) butir b 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974. 
Kedua, akibat hukum terhadap anak. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) butir a 
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut 
terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun, karena 
dalam kasus ini sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah hamil hasil 
hubungan dengan laki-laki lain maka keputusan tersebut berlaku surut terhadap 
status anak yang dikandung oleh Termohon. 
PENUTUP 
Kesimpulan  
Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan yang bersumber pada teori 
ataupun yang bersumber dari data yang penulis kumpulkan, maka penulis mengambil 
kesimpulan sebagai berikut:  
Pertama, pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara 
pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri.Alat bukti yang 
diajukan oleh pemohon adalah alat bukti surat dan alat bukti saksi. Alat bukti yang 
diajukan oleh pemohon tersebut menguatkan dalil-dalil dari pemohon. Sedangkan 
termohon tidak membantah dalil-dalil dari pemohon karena termohon tidak pernah 
menghadiri persidangan. Dan turut termohon tidak pula membantah dalil-dalil dari 
pemohon. 
Berdasarkan kesimpulan dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat ditarik 
kesimpulan bahwa bukti sudah menguatkan dalil-dalil dari Pemohon. Dapat dilihat 
dari bukti-bukti dari pemohon tersebut di atas maka telah terbukti bahwa dalam 
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perkawinan antara pemohon dan termohon telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh 
termohon dimana termohon telah hamil terlebih dahulu dengan laki-laki lain sebelum 
menikah dengan pemohon. Terbukti dari perbandingan usia perkawinan pemohon 
dengan termohon berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. XXX tertanggal 24 Agustus 
2014 dan surat keterangan dokter tanggal 3 Oktober 2014 dapat diketahui bahwa usia 
janin Termohon sudah berusia 14 minggu sejak tanggal 3 Oktober 2014, sedangkan 
usia pernikahan Pemohon dan Termohon baru berusia 5 minggu sejak tanggal 24 
Agusutus 2014. Maka terdapat selisih 9 minggu dari umur perkawinan antara 
Pemohon dan Termohon. Maka, dapat diketahui bahwa ketika Termohon 
melangsungkan perkawinan dengan Pemohon, Termohon sudah dalam keadaan hamil 
hasil hubungannya dengan laki-laki lain. 
Kedua, pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara 
pembatalan perkawinan karena adanya penipuan mengenai diri istri. Dalam 
putusannya hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang Pemohon ajukan. Karena 
Termohon tidak pernah datang ataupun mewakilkan kepada orang lain untuk 
menghadiri persidangan sehingga tidak ada bukti yang diajukan oleh Termohon dan 
tidak ada pula bantahan dari Termohon terhadap dalil-dalil atau bukti-bukti yang 
diajukan oleh Pemohon. 
Dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek karena 
termohon tidak pernah hadir di persidangan. Majelis hakim memutuskan 
mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan, hal ini sudah sesuai dengan 
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ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya 
Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. 
Ketiga, akibat hukum karenapembatalanperkawinan. Akibat hukum dari 
pembatalan perkawinan yang diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama 
Surakarta menyangkut status suami isteri yang melakukan perkawinan tersebut dan 
anak. Akibat hukum terhadap status suami isteri adalah pernikahan dianggap tidak 
pernah ada sehingga kedua belah pihak kembali ke posisi semula. Sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Adapun 
akibat hukum terhadap anak berlaku surut karena anak yang dikandung oleh 
Termohon merupakan anak luar kawin yang merupakan hasil hubungan dengan laki-
laki lain. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) butir a Undang-undang No. 
1 Tahun 1974. 
 
Saran 
Pertama, setiap orang Islam yang hendak melaksanakan perkawinan hendaknya 
selektif dalam memilih calon pasangan hidup, yakni mengetahui dengan jelas latar 
belakang calon suami atau calon isterinya, sehingga tidak mudah tertipu dan tidak 
akan menyesal di kemudian hari.  
Kedua, terhadap pejabat yang berwenang dan/atau pihak Pegawai Pencatat 
Perkawinan yang mengawasi pelaksanaan perkawinan dalam melaksanakan tugasnya 
agar lebih teliti dan lebih cermat, untuk menghindari adanya kasus penipuan tentang 
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